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Di kota Metropolitan seperti DKI Jakarta, ketertiban umum adalah hal yang sangat penting bahkan dapat
dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tugas dan tanggung
jawab Pemerintah, dan untuk itu Pemerintah diberi kewenangan untuk memaksa publik menaati peraturan
yang ada demi terselenggaranya ketertiban umum. Faktanya, ketertiban umum di DKI Jakarta masih jauh
dari yang diharapkan. Dengan demikian perlu ditelusuri bagaimana seluk beluk penyelenggaraan ketertiban
umum di DKI Jakarta.

Secarateoritis, hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan. Penegakkan hukum
diperlukan untuk memastikan bahwa barang siapa yang melanggar hukum akan dikenai sanksi tanpa
terkecuali. Penyelenggaraan ketertiban umum di katakan berhasil, jika Pemerintah berhasil menyusun
hukum yang baik dan penegakkan hukum yang efektif. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah : (1)
mendeskripsikan rasa keadilan publik DK Jakarta terhadap peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 tentang
Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta, (2) mendeskripsikan efektivitas penegakkan Perda tersebut,
dan (3) merumuskan caraterbaik penyelenggaraan ketertiban umum di DK Jakarta.

Penelitian dilakukan terhadap 204 orang responden masyarakat DK Jakarta. Pengumpulan data mengenal
rasa keadilan dilakukan melalui wawancara terbuka dengan responden. Jawaban masing-masing responden
kemudian dikelompokkan, sehinggaterlihat variasi rasa keadilan publik terhadap Perda 11/1988. Untuk
mengetahui efektivitas penegakkan Perda 11/1988, dilakukan wawancara dengan para pejabat di Dinas
Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, sebagai bagian dari Pemerintah Propinsi DK Jakarta
yang bertanggung jawab melakukan penegakkan Perda yang terkait dengan ketertiban umum. Untuk
mengkorfirmas hasil wawancara, dilakukan juga pengumpulan data melalui observasi (Pengamatan)
langsung ke lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasa keadilan publik Jakartarelatis rasional. Artinya,
terdapat kecenderungan bahwa publik akan menerima peraturan yang obyektif dan masuk akal. Hasl|
penelitian menunjukkan bahwa publik Jakarta akhirnya dapat menerimalalu lintas yang semeraut oleh
karena memang secara obyektif masalah lalu lintas memang sangat kompleks. Hal yang mengusik rasa
keadilan publik lebih dari pada adanya kewenangan Kepala Daerah (Gubernur) untuk mengambil kebijakan
di luar peraturan yang ada, seperti izin Gubernur untuk penggunaan jalur hijau menjadi tempat usaha.
Kewenangan Gubernur tersebut cenderung menimbulkan perdebatan karena rentan terhadap
penyalahgunaan kewenangan. Pemberian izin oleh Gubernur untuk menggunakan jalur hijau atau ruang
publik lainnya untuk kegiatan bisnis tentu akan menguntungkan sekelompok masyarakat (pengguna). Di sis
lain akan ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak diberi kesempatan yang sama. Hal-hal
sedemikian mengusik rasa keadilan publik.
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Secara organisatoris, penegakkan Perda 11/1988 ada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas
Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (DKKPM). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa
selamaini penegakkan peraturan yang dilakukan DKKPM bersifat represif seperti menangkap para
penyandang masal ah kesgjahteraan sosial (Pengemis, wanita tuna susila, anak jalanan), menggusur para
penggarap yang tinggal di bantaran kali, serta menertibkan pedagang kaki lima. Untuk melaksanakan tugas-
tugas DKKPM memang tidak diperlukan kualifikasi profesionalisme, Y ang diperlukan adal ah kekuatan
fisik, kesigpan mental, dan keberanian untuk menanggung resiko berhadapan dengan masyarakat pelanggar
Perda.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Propins DK Jakarta belum memiliki strategi
penyelanggaraan ketertiban umum yang komprehensif. Y ang ada adalah strategi insidentil dan jangka
pendek. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya masalah ketertiban umum yang selesai secara tuntas. Sulitnya
menyelenggarakan ketertiban umum di DK Jakarta terkait dengan kompleksitas persoalan yang terjadi di
DKI Jakarta. Jumlah penduduk DK Jakartatidak sebanding lagi dengan daya dukung lingkungan fisik
maupun lingkungan sosial.

Berkenaan dengan dampak/pengaruh penyelenggaraan ketertiban umum terhadap ketahanan DK Jakarta,
hasi| penelitian menunjukkan pengaruh Perda yang dirasakan adil 62,2%; pengaruh penegakkan Perda
26,5%; pengaruh peningkatan Perda 11,3%.

Mengingat kompleksitas ketertiban umum tersebut, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah : (1) meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan
pelaksanaan ketertiban umum sehingga dirasakan adil, (2) meaakukan perubahan Perda 11/1988 untuk
mengakomodir dinamika rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, (3) meningkatkan kinerja DKKPM
sebagal aparat penegak Perdamelalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) meningkatkan
koordinas di lingkungan Pemerintah Propinsi DK Jakarta untuk terbangunnnya suatu sistem perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ketertiban umum secara terpadu.



